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 Skripsi ini menjelaskan permasalahan:  1). Bagaimanakah pandangan 
Hukum Positif mengenai Pelindungan terhadap Waria?, 2) Bagaimanakah 
Pandangan Hukum Islam mengenai Waria? 
 Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas 
yang ada dalam Masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung 
meneliti di Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Berbagai Pakar untuk data 
yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan 
metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai 
langsung Abdul Aziz Dumpa. SH Staf Pembela Umum LBH dan beberapa pakar 
Hukum Islam. 
Dari hasil penelitian diperoleh faktor bahwa, Mayoritas masyarakat 
memahami Transgender (waria) adalah penyakit yang bisa di sembuhkan, 
sehingga kerapkali mereka mendapatkan Diskriminasi. Dalam lingkungan sosial, 
pendidikan, pekerjaan, Namun terlepas dari orientasi seksual, identitas gender, 
dan ekspresi gender, setiap orang punya hak asasi manusia yang harus dilindungi 
dihormati dan dijujung tinggi. Oleh negara, pemerintah dan setiap orang. 
Masyarakat berubah karena adanya ideologi yang lahir. Ideologi HAM dan 
Gender misalnya mengajak dan mengarahkan masyarakat dan penganutnya untuk 
berubah menuju apa yang dicita-citakan idelogi tersebut, yaitu masyarakat yang 
jujur dan terbuka untuk dapat mengakui dan menerima kemampuan orang lain dan 
memberlakukannya secara setara dan menyelesaikan masalah sosial secara 
objektif dan tanpa kekerasan melalui mekanisme penegakan hukum yang adil dan 
beradab. Masalah utumanya, masyarakat punya kepercayaan umum, bahwa 
hubungan-hubungan sosial tidak tunduk pada hasil kajian sosial dan tentu 
hubungan sosial hanya bisa harmonis dan berjalan baik jika mereka yang 
berhubungan memiliki karakter sosial yang sama, tetapi dari sudut pandang 
Hukum Islam sudah jelas dari beberpa ayat dan hadis, yang dimana dari segi 
perilaku ataupun penampilan mereka adalah haram hukumnya, dan dapat juga 











A. Latar Belakang 
Di dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia pada umumnya bahwa manusia dianugerahkan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya 
kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
1
 
UU HAM 39/1999 Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Diskriminasi adalah setiap 
pembatasan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung 
didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, 
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 
keyakinan politik. Yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengakuan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan 
lainnya”.2 
Transgender adalah merujuk pada orang-orang yang identitasnya 
gendernya berbeda dengan gendre yang ditetapkan saat lahir. 
Transgender terbagi menjadi dua yaitu: 
1. Transmen, trans laki-laki adalah orang ditetapkan sebagai perempuan saat 
lahir namun mengidentifikasi diri sebagai laki-laki. 
                                                 
1
Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang HAM 1999(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.38. 
2
IndanaLaazula, Menguat Stikma Kekerasan dan DiskriminasipadaLGBT di Indonesia, 




2. Transwomen, trans perempuan adalah orang yang ditetapkan sebagai laki-
laki saat lahir namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan.
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Di tinjau dari kamus Bahasa Arab, khuntsadari kata Al-khanats bentuk 
jamaknya khunatsa dan khinats yang berarti seseorang yang berwajah laki-laki 




Dalam kamus Bahasa Indonesia khuntsa adalah seseorang bersifat 
laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki 
yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan.
4
 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, khuntsa adalah alkhans, bentuk 
jamaknya khunatsa artinya “lembut” atau “pecah”. Dalam bahasa Indonesia, 








“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari 
mereka (yang mengolok-olokkan) dan janganlah pula wanita-wanita 
(mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang 
                                                 
3
Luis Ma‟luf, Al-MunjidFiAl-LuyahWaAl-AdabWa-Al-A’lam, Beirut: MaktabahAl- 
Syarqiyyah, 1986, hlm.197. 
4
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dep. Pendidikandan Kebudayaan, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1991, hlm.86. 
5
Dhaalan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Intermesa, 1997, hlm. 934. 
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diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan 
janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil- 
memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, 
maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. 
 
Dalam hukum positif kelompok Waria di bawah payung “Hak Asasi 
Manusia” meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan 
komunitas ini, bila kita melihat dari konstitusi Indonesia yakni Undang- 
undang Dasar 1945 Pasal J yang menyatakan sebagai berikut: 
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban dalam suatu masyarakat demokrasi. 
Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, 
dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan Negara 
yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas mengatakan dalam sila 
pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga agama menjadi penjaga 
sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi bangsa 
Indonesia. “Begitu juga ditegaskan pula dalam UU Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut: 
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“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 
dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban, umum 
dalam suatu masyarakat demokrasi” 
 
Dan pasal 73 UU HAM yang menyatakan: 
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat 
dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan 
kepastian bangsa”.6 
 
Perbedaan jenis kelamin bukanlah dasar untuk berbuat ketidakadilan 
gender.
7
 Toleransi perubahan budaya yang cepat akan terjadi pada masyarakat 
yang sangat toleransi terhadap perbuatan, baik yang positif maupun negative, 
dengan catatan bukan merupakan delik hukum. Masyarakat yang memiliki 
toleransi cenderung lebih mudah menerima hal-hal yang barn. Hal-hal baru 
yang dihasilkan dan tersebut akan mendorong terjadinya perubahan sosial 
budaya di masyarakat. Contoh: dahulu perempuan yang berpakaian seperti 
laki-laki dianggap berperilaku menyimpang. Tetapi, pada masyarakat yang 
toleransi, hal ini diterima sehingga terjadi perubahan berpakaian.
8
 
Waria sebagai realita sosial haruslah dipahami sebagai kelompok yang 
berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun itu, 
apalagi dipahami sebagai kelompok mayoritas, oleh karena itu pada 
hakikatnya mereka adalah manusia. 
                                                 
6
Lini Zurlia, Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT di Indonesia, (Jakarta 
Selatan: Arus Pelangi, 2017), hlm. 54 
7
A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani, 
(Jakarta: KincanaPrenada Media Indonesia, 2003), hlm.169. 
8
Muin Idianto, Sosiologi SMA/MA Untuk KelasXII, (Jakarta: Erlangga,2006), hlm.17. 
 5 
Kehidupan sosial merupakan proses tiap orang untuk menjamin relasi 
dengan lingkungan sekitarnya untuk berbagai tujuan. Buat kelompok Waria, 
kehidupan sosial dengan sesama Waria merupakan salah satu cara untuk 
mendapatkan dukungan sosial terkait dengan orientasi seksual dan identitas 
gender yang dimiliki. 
Kelompok Waria dalam lingkungan sosial merupakan kelompok 
minoritas yang dituntut berperilaku seperti masyarakat mayoritas 
(heteroseksual). Orientasi seksual, identitas seksual & gender serta ekspresi 
gender “haras” berada dalam satu garis lurus sesuai dengan jenis kelamin yang 
dimiliki, maka akan terjadi stigma seperti abnormal, pendosa, sakit, belok.
9
 
Tetapi pada kenyataannya, berbanding terbalik dengan UU HAM dan 
Hukum Positif, yang dimana pengusiran seperti ayam yang terjadi pada 
komunitas laki-laki yang berekspresi feminim di Pantai Losari/Anjungan oleh 
Satpol PP pada tanggal 20-21 Juni alasan Satpol PP karena ada laporan dari 
Masyarakat yang risih dengan komunitas waria,  Salah satu dari Kolompok 
Waria pada tanggal 23 Juni menghadap oleh pimpinan satpol PP Pak Imam 
Hued yang mengatakan Makassar adalah kota Islam LGBT (lesbian, gay, 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat diajukan pokok 
permasalahan yang dirumuskan penulis adalah “Kekerasan dan Diskriminasi 
                                                 
9
Indiana Laazulva, Menguat Stikma Kekerasan dan Diskriminasi pada LGBT di 
Indonesia,(Jakarta Selatan: Arus Pelangi,2013), hlm. 36. 
10
Diskusi Umum pada Komunitas Sehati Makassar 27/06/2016 
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dan jaminan perlindungan pada komunitas Waria Makassar” dari pokok 
permasalahan tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap perlindungan 
Transgender (Waria)? 
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Transgender (Waria) 
 
C. Pengertian Judul 
Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
TRANSGENDER (transwomen/priawan) ANALISIS KASUS WARIA DI 
KOTA MAKASSAR”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah 
yang di bahas, penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata berkaitan 
dengan judul skripsi ini: 
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hokum dan sudah disahkan 
oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya 
akan mendapat sanksi. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus 
mematuhinya. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis, namun kadang 
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tetaplestari45.blogspot.co.id/p/blog-page.htm, diakses pada pukul 18.00 (16 November 
2016) 
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D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan dan teori 
dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian 
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. 
Dalam buku Redaksi UU Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 
menjelaskan setiap manusia sama dimata Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
diberi akal dan budi pekerti yang tidak menilai dari segi sosial, budaya, 
agama, etnis, dan lain-lain. 
Dalam buku A. Ubaedillah& Abdul Rozak yang berjudul Pancasila 
Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani menjelaskan bahwa perbedaan jenis 
kelamin bukan bukanlah dasar untuk berbuat ketidak adilan pada masyarakat 
yang gender. 
Dalam buku penelitian IndanaLaazula mengenai menguat stikma 
kekerasan dan diskriminasi pada lesbian, gay, biseksual, transgender di 
Indonesia menjelaskan bahwa lesbian, gay, biseksual, transgender sebagai 
fakta sosial harus dipahami sebagai kelompok yang berhak bebas dan di 
pahami sebagai kelompok minoritas, yang dimana pada hakikatnya mereka 
adalah manusia. LGBT dalam lingkungan sosial merupakan minoritas yang 
dituntut berperilaku seperti masyarakat mayoritas (heteroseksual) yang 
dimana harus berada dalam satu garis lurus sesuai dengan jenis kelamin yang 
dimiliki, maka akan menjadi stigma seperti abnormal, pendosa, sakit, belok. 
Nurul Qomar dalam bukuya Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum 
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Demokrasi menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sebagai anugerah dari 
Tuhan Yang Maha Esa, hak kodratiah yang melekat atau dimiliki oleh 
manusia, misalnya setiap orang berhak atas hak berkumpul dengan orang lain 
atau masyarakat lain. 
 H. Zainuddin Ali  dalam bukunya Sosiologi Hukum menjelaskan 
tentang pembentukan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau 
suatu lembaga mandiri yang setara dengan lembaga Negara yang berfungsi 
melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan, atau mediasi hak asasi 
manusia. Misalnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kampuan 
berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Ruang Lingkup Hak 
Asasi Manusia setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan, pengakuan, 
membela diri, dan menjaga nama baik martabatnya. 
Hans Kelsen dalam bukunya Pengantar Teori Hukum dalam hukum 
positive hukum mutlak tidak sepenuhnya hilang bahkan ketika perbedaan dan 
keadilan digambarkan sangat tegas. Misalnya semua orang berhak 
mendapatkan keadilan tanpa melihat status sosial ataupun jenis kelamin. 
Mardani dalam bukunya Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang 
Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa menerapkan syariat Islam 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat didefinisikan ini mendekati 
kepada makna fikih. 
KURNIATI dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Perspektif 
Syari‟ah dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa hak 
tidak dapat digunakan untuk merugikan apalagi menzolimi orang lain karena 
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itu bukanlah kemaslahatan, dan hak tidak dapat dibenarkan penggunanya 
untuk tujuan-tujuan yang tidak diakui syara. 
Mohd. Idris Ramulyo  Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan 
Berkembang Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia 
menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam yang dimana menyelamatkan jiwa, 
menyelamatkan akal, menyelamatkan agama, menyelamatkan harta benda dan 
menyelamatkan, mendamaikan, dan menentramkan. 
Mawlana Abul A‟laMawdudi dalam bukunya Hak-Hak Asasi Manusia 
dalam Islam menjelaskan bahwa berbicara tentang hak-hak asasi manusia 
dalam Islam maka yang kita maksud adalah hak-hak yang diberikan oleh 
Tuhan.Misalnya Komunitas lesbian, gay, biseksual, trnasgender berhak untuk 
membela diri mereka, menjaga nama baik mereka, atau nama baik keluarga 
mereka 
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris dalam buku Merajut  Hukum di 
Indonesia, dalam hierarki sumber hukum Islam terdapat sunnah yang dimana 
merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi. 
P. Sunarto, Dra. Siti Waridah Q, dan Dra. Maria Listiyanti dalam 
bukunya menjelaskan mengenai pemicu dalam Konflik Sosial yang terjadi di 
masyarakat dan Konflik Rasial mengenai perbedaan tiap-tiap Ras yang terjadi 
masyarakat. Misalnya, yang terjadi pada LGBT di Makassar mereka harus 
menjadi orang tertutup kepada orang lain di karena banyak masyarakat lain 
yang tidak setuju dengan keberadaan mereka. 
Luis ma‟luf dalam bukunya Al-munjid fi Al-Luyahwa Al-Adab wa- 
Al- A‟lam menjelaskan khuntsa dari segi kamus bahasa arab. 
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Dhalaan Abdul Aziz dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Islam 
menjelaskan mengenai khuntsa dari segi Hukum Islam. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 
tujuan yang ingin diciptakan sebagai berikut: 
a. Menjelaskan tentang bagaimana perlindungan komunitas LGBT di 
dalam hukum positif dan hukum islam. 
b. Menjelaskan tentang bagaimana perlindungan komunitas LGBT di 
dalam pandangan UU HAM. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 
tentang pemahaman masyarakat bahwa Waria berhak mendapatkan 
perlindungan dan pengakuan yang sama sekalipun banyak pro dan kontra 
oleh adanya Waria di Makassar. Adapun secara detail kegunaan tersebut 
sebagai berikut: 
a. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan/referensi dalam pengembangan teori dan konsep dan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang tinjauan yuridis sosiologi dalam 
Waria. 
b. Kegunaan teoritis 
Secara teoritis penelitian ini juga dapat diharapkan memberikan 
sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi 
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ilmu hukum. Khususnya yang menyangkut hukum pidana dalam 






A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia  
1. Istilah Hak Asasi Manusia  
Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam 
tradisi akademik tentang sebutan HAM. Istilah satu dengan lainnya 
masing-masing analog, sehingga menggunakan salah satu diantaranya 
telah terwakilkan pula yang lainnya. Istilah-istilah yang di gunakan yakni:. 
a. Human Rights adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang 
mana karena ia adalah seoarang manusia. 
b. Natural Rights adalah apa yang diletakkan Allah terhadap setiap umat 
manusia. 
c. Fundamental Rights adalah sebagai hak-hak dasar yang mana 
pengaturannya diatur dalam Hukum Positif (Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia 1945). 
d. Civil Rights adalah hak-hak warga negara. 
e. Hak-Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah di punyai oleh 
seseorang sejak ia masih dalam kandungan.  
f. Hak Kodrati adalah hak-hak yang diakui bahwa semua individu 
dikarunia Tuhan sejumlah hak kehidupan, kebebasan dan harta yang 
merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau 
dicabut oleh negara. 




tindakan untuk melindungi dan mencegah individu atau kelompok yang 
melanggar hak dari individu atau kelompok lainnya, dan kebijakan yang 
harus dihormati oleh negara, termaksud institusi dan aparatur negara. Hal 
ini dimaksudkan agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat 
melanggar keutuhan dan kemerdekaan seseorang atau kelompok. Dan 
Negara wajib melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin setiap orang 
memiliki hak hukum. Hak hukum untuk mendapatkan kepuasan dari 
kebutuhan akan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipenuhi secara 
pribadi. 
Keberadaan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari pengakuan 
terhadap adanya hukum alam yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran Hak 
Asasi Manusia. Menurut Marcus C. Singer merupakan satu konsep dan 
prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk 
seluruh umat manusia. Hukum alam menurut Stoa menegaskan bahwa 
hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan 
mentaati hukum alam tersebut.   
Ketika negara gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka 
pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia akan terjadi. Namun 
demikian, kelompok di luar pemerintah dapat juga menjadi pelaku 
pelanggaran Hak Asasi Manusiapelanggaran hak asasi manusia dapat 
terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan 
antara warga negara. 
Prof. A. Mansyur Effendy, menyatakan bahwa selama ini, hak 
asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia hak 





2. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijujung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh 
karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. 
Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat 
berbuat semau-maunya. 
Dalam pasal tersebut jelas telah disebutkan pengertian Hak Asasi 
Manusia tidak dipisahkan dari manusia dan terus melekat dari sejak lahir. 
Hak itu juga tak lain merupakan tolak ukur moralitas politik dan 
keberadaan sebuah negara. 
Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi yang 
dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting 
dibandingkan hak seorang penguasa ataupun raja. Hak asasi itu sendiri 
berasal dari Tuhan Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia. 
Akan tetapi pada saat ini sudah banyak hak asasi yang dilanggar oleh 
manusia guna mempertahankan hak pribadinya. 
Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu 
atau kepunyaan, sedangkan asasi adalah hal yang utama dasar. Sehingga 
                                                 
1
Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., HAK ASASI MANUSIA dalam Negara Hukum Demokrasi, 
(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15. 
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hak asasi manusia atau sering disebut HAM dapat diartikan sebagai 
kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan 
sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah swt.  
Pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia ialah salah satu ciri 
dari negara hukum adalah jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia oleh 
negara kepada warga negara. Maka jaminan perlindungan di sini adalah 
bahwa negara memiliki kewajiban untuk mempromosikan melindungi, 
menjamin, memenuhi, memastikan Hak Asasi Manusia. 
Negara memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia 
setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi, agama, ras, suku, 
etnik. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan 
perlindungan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya, namun juga 
negara tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap adanya 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dimasyarakat. 
Menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bahwa perlindungan 
tidak hanya cukup dimaksudkan dalam tujuan negara atau tidak cukup 
banyak dituangkan dalam berbagai Pasal dalam konstitusi, namun yang 
lebih penting sekarang adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan 
perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut dituangkan dalam peraturan 
setingkat Undang-undang atau bahkan setingkat peraturan pelaksanaan 
seperti peraturan perda, kepres, dan kebijakan lain baik di tingkat pusat 
maupun daerah. 
Negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran Hak Asasi 
Manusia akan dimintai pertanggung jawaban sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Di dalam perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai upaya 
memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia pemerintah 
mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan perlindungan hak 
asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi 
Ombudsman Nasional yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan 
perlindungan terhadap rakyat yang memperoleh perlakuan yang tidak adil 
atau tidak semestinya dari aparatur pemerintah, dibuatkan Undang-undang 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan dasar hukum 
bagi dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memberikan dan 
mengadili kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 
masa Orde Baru pemerintah mempersiapkan Rancangan Undang-undang 
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang sebagian 
meniru model Komisi Kebenaran. 
Di Indonesia, pemahaman Hak Asasi Manusia sebagai nilai, 
konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat 
ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkebangan Hak Asasi Manusia 
yang dimulai dari zaman pergerakan hingga sekarang, yaitu ketika 
amandemen terhadap Undang-undang 1945 yang secara ekspilisit memuat 
pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Seperti halnya konstitusi yang pernah 
berlaku di Indonesia (Konstitusi RIS dan UUDS 1950), UUD 1945 
amandemen juga memuat pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia dalam 
kadar dan penekanan yang berbeda, disusun secara konstektual sejalan 
dengan suasana dan kondisi sosial dan politik pada saat penyusunannya. 
Penyusunan muatan Hak Asasi Manusia dalam amandemen kedua UUD 
1945 tidak terlepas dari situasi sosial dan politik yang berkembang dan 
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nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi 
Manusia serta mewujudkan negara berdasarkan hukum.  
Adapun beberapa Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia pelaksanaan oleh lembaga milik pemerintah dan 
lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain: 
a. Kepolisian. 
b. Kejaksaan. 
c. Komnas Hak Asasi Manusia. 
d. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 
e. Lembaga Bantuan Hukum. 
f. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). 
g. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. 
h. Komnas Anak.  
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi 
manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak 
ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak-hak tersebut berarti 
mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, 
atau Organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan 
melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Hal 
ini berarti bahwa asasi manusia harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Di Indonesia Hak Asasi Manusia ini sudah dikenal secara formal 
yaitu didalam Undang-undang Dasar 1945, termaksud dalam 
pembukaannya meskipun demikian masih banyak hal yang mencangkup 
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Hak Asasi Manusia yang belum dapat ditegakkan, antara lain belum 
adanya landasan hukum nasional dipakai sebagai pedoman walaupun 
untuk memperdalam pemahaman dalam pengertian Hak Asasi Manusia 
maka perlu diambil pertimbangan yang terdapat dalam Undang-undang 
No 26 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut: 
“Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus 
dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.  
Eksistensi diartikan sebagai keberadaan atau kedudukan hak asasi 
manusia dalam sistem hukum di Indonesia. Hak Asasi Manusia tidak 
hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi 
pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu 
kehidupan mereka, tetapi juga mengarah kepada perciptaan kondisi 
masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan 
potensi mereka sepenuhnya. 
Dalam kaitannya dengan hal tersebut. Hak Asasi Manusia 
merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah 
seorang manusia. Hak Asasi Manusia yang dirujuk sekarang merupakan 
seperangkat hak yang dikembangkan PBB sejak awal berakhirnya perang 
dunia II. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak dapat berkelit 
untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negara. 
Selama masih menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia pada 
masing-masing negara, tanpa terkecuali, pada tataran tertentu mempunyai 
tanggung jawab, khususnya terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia 
pribadi-pribadi yang terdapat pada jurisdiksinya, termasuk orang asing. 
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Oleh karena itu, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk 
menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya yang 
dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia sudah dimiliki oleh siapa 
saja.  
Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk menjaga keselamatan 
ekstensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara 
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya 
menghormati, melindungi, dan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia 
menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, 
pemerintah dan negara. 
Hak Asasi Manusia mempunyai peranan penting sebagai landasan 
kongkrit untuk melakukan sesuatu. Hak Asasi Manusia memiliki fungsi 
untuk menjamin hak-hak kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan, 
perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, 
dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. 
Namun, pada hakikatnya juga hak yang dimaksud bukan hak yang 
semena-mena dilakukan oleh setiap manusia karena Hak Asasi Manusia 
juga mempunyai kewajiban. Dimana kewajiban asasi yang harus kita 
laksanakan terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Dalam pelaksanaannya 
hak asasi manusia secara mutlak dapat melanggar hak-hak asasi orang 
lain. 
Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu yang 
tidak singkat tersebut, konsepsi tentang Hak Asasi Manusia mengalami 
perkembangan. Ide dasar pengakuan, penghormatan, pemanuhan, dan 
promosi Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari proses panjang 
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demokratisasi diberbagai belahan dunia.  
Hak asasi manusia dimaksud di Indonesia diatur melalui Undang-
Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang 
tubuhnya. Batang tubuh dimaksud, dapat diungkapkan beberapa Pasal di 
antaranya:  
1. Pasal 5 ayat (1) berbunyi “setiap orang diakui sebagai manusia 
pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta 
perlindungan yang sesuai dengan martabat kemanusiannya di 
depan hukum”.  
2. Pasal 20 ayat (1) berbunyi “tidak seorangpun boleh diperbudak 
atau diperhamba”. 
3. Pasal 26 ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak memili, 
memperoleh, mengganti atau mempertahankan status 
kewarganegaraannya”. 
4. Pasal 27 ayat (1) berbunyi “setiap warga negara Indonesia 
berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat 
tinggal, dalam wilayah negara Republik Indonesia”. 
5. Pasal 28 ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak mencari suaka 
untuk memperoleh perlindungan politik, dari negara lain”. 
6. Pasal 29 ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
hak miliknya”. 
7. Pasal 30 berbunyi “setiap orang berhak atas rasa aman dan 
tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” 
8. Pasal 31 ayat (1) berbunyi “tempat kediaman siapapun tidak 
boleh di ganggu.” 
9. Pasal 32 berbunyi “kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 
surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui 
elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim 
atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. 
10. Pasal 33 ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas 
dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak 
manusiawi, kejam, merendakan derajat dan martabat 
kemanusiannya”. 
11. Pasal 34 berbunyi “setiap orang tidak boleh ditangkap, di 
tahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara 
sewenang-wenang”.   
 
Namun secara khusus, hak asasi manusia (HAM) diatur dalam 
 21 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 
Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia atau suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan 
lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 
penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia yang 
bertujuan untuk: 
a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi 
manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Amandemennya, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 
b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan manusia guna 
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan 
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
2
 
Menurut Marthen Kriale, mengemukakan bahwa Hak Asasi 
Manusia adalah hak yang bersumber dari Allah. Sedangkan Jack Donnaly, 
mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dari hukum alam, 
tetapi sumber utamanya dari Allah.
3
 
3. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)  
Hak asasi manusia diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup 
yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan 
sebagai berikut: 
a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
                                                 
2
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 
90. 
3
Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., HAK ASASI MANUSIA dalam Negara Hukum Demokrasi, 
(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16. 
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kehormatan, martabat, dan hak miliknya.  
b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia 
pribadi dimana saja ia berada. 
c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 
d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan 
dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya. 
e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 
komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali 
atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 
undang-undang. 
f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan 
penghilangan nyawa. 
g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, 
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.  
h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 
yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan 
melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 





                                                 
4
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 
91. 
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4. Asas-asas Hak Asasi Manusia 
a. Asas Kemanusiaan 
Hak Asasi Manusia itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan 
manusia. Semua orang wajib menghormati dan menegakkan Hak Asasi 
Manusia. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan Hak Asasi 
Manusia orang lain. Bahkan, orang cenderung mengabaikan, 
melecehkan, dan menindas Hak Asasi Manusia orang lain. Kekuatan 
fisik, ekonomi, politik, sosial, dan budaya cenderung membuat orang 
yang memilikinya melakukan perbuatan yang hegemonistik dalam 
melaksanakan Hak Asasi Manusia. Tanpa Hak Asasi Manusia 
kehidupan manusai menjadi kurang layak dan bermartabat. Asas 
kemanusiaan menjadi substansi dari Hak Asasi Manusia agar tidak 
merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. Penghinaan, 
penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan merupakan perbuatan 
yang melanggar Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan 
kemanusiaan. 
b. Asas Legalitas 
Akan lebih menjamin Hak Asasi Manusia karena memiliki suatu 
kekuatan hukum yang tetap. Kepastian hukum membuat orang lebih 
mudah memahami Hak Asasi Manusia dan tidak menimbulkan 
interprestasi yang bermacam-macam. Implikasinya setiap warga 
negara wajib menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. 
Adanya legitimasi pada siapapun, baik warga negara maupun 
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penyelenggara negara untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi 
Manusia. 
c. Asas Equalitas 
Keadilan sebagai asas equalitas dalam melaksanakan Hak Asasi 
Manusia tidak dapat diabaikan begitu saja. Keadilan justru menjadi 
sesuatu yang esensial dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. 
Keadilan yelah diperjuangkan manusia sejak lama. Segala bentuk 
penindasan akan bertentangan dengan keadilan.  
d. Asas sosio-kultural 
Kehidupan sosiol-kultural masyarakat perlu diperhatikan dalam 
pengembangan Hak Asasi Manusia. Pendidikan Hak Asasi Manusia 
bagi warga negara, khususnya warga sekolah diarahkan untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan yang semakin berbudaya. Asas 
sosio-kultural ini makin penting agar Hak Asasi Manusia yang 
disebarluaskan dari bangsa kehidupan budaya bangsa indonesia. 
Jangan sampai Hak Asasi Manusia itu membuat masyarakat menjadi 
tercabut dari akar budaya setempat yang theistik religius. 
Hak Asasi Manusia memiliki enam unsur pokok pengertian yaitu 
sebagai berikut:  
1) Hak dasar yang dimiliki oleh manusia. 
2) Hak dasar tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 
3) Bersifat universal. 
4) Tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 
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5) Segala hak dasar itu harus dihormati, dijunjung tinggi, atau 
dihargai oleh semua pihak, termasuk dalam hal ininegara. 
6) Dasar dari semua Hak Asasi Manusia adalah manusia harus 
memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, 
kemampuan, dan cita-citanya. 
Hak Asasi Manusiapun memiliki nilai-nilai utama, dimana Hak 
Asasi Manusia itu memiliki nilai non-diskriminasi dan setara, yaitu : 
a. Anti Diskriminasi karena memang kelahiran Hukum Hak Asasi 
Manusia adalah ditujukan untuk menghapuskan segala bentuk 
diskriminasi yang masih terjadi di berbagai tempat. Oleh sebab itu 
nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia salah satunya adalah non-
diskriminasi. 
b. Setara, yang dimaksud dengn nilai setara disini adalah bahwa manusia 
itu dilahirkan dalam kestaraan atas dasar itu Hak Asasi Manusia 
diciptakan untuk menghapuskan hubungan-hubungan yang tidak 
berimbang antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. 
Adapun macam-macam Hak Asasi Manusia: 
a. Hak Asasi Pribadi (personal rights) Hak asasi pribadi adalah 
kebebasan beragama, beribadah sesuai dengan keyakina masing-
masing, meyatakan pendapat dan kebebasan berserikat atau 
berorganisasi. 
b. Hak Asasi Ekonomi (property rights) hak asasi ekonomi meliputi hak 
pemilikan sesuatu, hak pembeli atau menjual sesuatu, serta hak untuk 
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mengadakan perjanjian atau kontrak. 
c. Hak Asasi Kesamaan Hukum adalah hak untuk mendapatkan 
perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan (Ringhts of 
Legal Equaliity). 
d. Hak Asasi Politik (political ringht) adalah hak untuk ikut serta dalam 
pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk 
mendirikan politik, serta hak unuk mengajukan petisi, kritik atau saran. 
e. Hak Asasi dalam Perlindungan Hukum (procedural ringhts) adalah 
Hak Asasi untuk mendapatakan perlakan tatacara perlindungan hukum. 
Misalnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil. 
f. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and culture rights) adalah 
merupakan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk 
mengembangkan kebudayaan dan hak-hak lainnya yang berhubungan 
dengan masalah sosial budaya. 
Waria adalah sebuah kata yang ditunjukan untuk menggambarkan 
sosok pria dewasa yang berperilaku layaknya seorang perempuan, mereka 
masih berjenis kelamin laki-laki, waria bukan manusia baru di negara ini, 
mereka sudah lama ada. Akhir-akhir ini mereka semakin berani dan tidak 
malu lagi untuk menunjukkan keberadaan mereka, atas nama Hak Asasi 
Manusia dan didukung oleh Komnas Nasional Hak Asasi Manusia mereka 
semakin berani untuk menuntut persamaan dalam Hak Asasi Manusia. 
Pertumbuhan waria yang sangat signifikan tidak terlepas dari 
pemerintah, pemerintah telah melakukan pembiaran yang justru 
mengakomodir seluruh kegiatan waria dan bahkan melalui Komisi 
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Nasional Hak Asasi Manusia melakukan pelatihan khusus buat waria. 
Sesuatu yang sangat aneh, indonesia dalam hal ini  kalangan yang 
mendukung waria berusaha untuk menciptakan jenis kelamin baru yang 
bernama Waria, tuhan saja hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, 
kalaupun ada yang terlahir manusia berkelamin ganda itu adalah sesuatu 
kelainan dan jarang terjadi dan selalu dibuat suatu pilihan tentang jenis 
kelamin yang akan digunakan. 
Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, tapi sayang orang-orang yang berkecimpung 
dalam masalah Hak Asasi Manusia tidak memahami Undang-Undang 
tersebut, disana jelas dikatakan yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia 
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan 
anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian itu jelas 
diketahui bahwa Hak Asasi Manusia itu adalah milik manusia yaitu laki-
laki dan perempuan bukan waria, waria bukan anugerah Tuhan melainkan 
melawan takdir Tuhan. 
Jadi sesungguhnya hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah 
adalah melibatkan kelompok masyarakat, tokoh agama untuk membina 
mereka supaya kembali ke asalnya dan menciptakan peluang kerja dan 





Praktek Diskriminasi pada masyarakat Sulawesi Selatan 
nampaknya cukup sulit untuk diberantas, mengingat doktrin agama, sosial, 
maupun nilai-nilai moral begitu mengakar dalam prinsip pergaulan sehari-
hari mereka. Selanjutnya, doktrin ini seringkali berimplikasi pada tindakan 
diskriminatif dan tidak mempertimbangkan dimensi lain yang mungkin 
saja penting untuk dikritisi. 
Untuk menguatkan landasan teoritis apakah tindakan penolakan 
tersebut dapat dikategorikan sebagai diskriminasi atau bukan, 
mengembalikan pada esensi diskriminasi itu sendiri. Menurut Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, 
“diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, 
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan 
pengakuan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 
kehidupan lainnya”. 
Dari uraian di atas, salah satu indikator yang di gunakan untuk 
menguatkan argumen bahwa tindakan penolakan masyarakat kepada waria 
merupakan bentuk diskriminasi. Namun sekali lagi yang perlu di tekankan 







adalah sudut pandang yang digunakan. Analisis terkait masalah ini sudut 
pandang dari perspektif Hak Asasi Manusia, terlepas dari segala nilai 
agama maupun norma yang berlaku dalam masyarakat karena sejatinya 
nilai Hak Asasi Manusia itu sendiri bersifat universal, artinya berlaku 
dimana saja dan untuk siapa saja tanpa terkecuali bagi waria. 
Di dalam konsekuensi sosial, disinilah Hak Asasi Manusia 
berbicara, dimana setiap orang memiliki alasan, begitu pula dengan Waria 
di Kota Makassar karena desakan ekonomi, atau orientasi seksual yang 
sering kali berbeda dan menjadi pendorong utama. Tidak ada seorangpun 
ingin hidup di dunia dengan penuh cercaan dari orang lain. 
Fakta lain yang sebenarnya cukup menarik adalah keberadaan 
usaha tata rias pengantin seperti. Indo Botting dan Dekorasi Pelaminan 
pa’gattung Lamming” dan lain-lain adalah kebanyakan kaum waria. Hal 
tersebut membuktikan bahwa kaum seperti mereka bisa saja diberdayakan 
pada koridor yang benar, sehingga tidak muncul citra negatif dalam 
masyarakat. 
Yang dimana dalam kearifan lokal dalam suku Bugis Makassar di 
kenal dengan 5 jenis kelamin yaitu, Burane, Makkunrai, calaba’i, Calala’l 
dan Bissu. Oleh karena itu memang perlu ada peran serta pemerintah, 
tokoh agama, tokoh adat, dan upaya-upaya dinas terkait. Seperti Dinas 
Sosial untuk membantu dalam hal memberdayakan. 
Perluasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu opsi yang juga 
efektif, karena tidak sedikit orang yang memutuskan menjadi waria karena 
didasarkan desakan ekonomi yang tidak bisa terpenuhi. 
Komunitas Waria di Kota Makassar kini jumlahnya tidak sedikit 
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lagi, hampir setiap sudut Kota Makassar kita dapat menjumpai Komunitas 
mereka. Bagi sebagian masyarakat mungkin masih merasa aneh dengan 
keberadaan mereka, namun ada juga masyarakat yangterkesan biasa 
terhadap keberadaan mereka. Banyak masyarakat ynag menilai negative 
terhadap Waria ini, padahal tidak semua dari mereka yang memang 
berlatar belakang sedikit menyimpang.  
Hidup seorang Waria pasti bukan hal yang mudah, banyak yang 
mereka hadapi di kalangan masyarakat karena tidak semua masyarakat 
dapat menerima Komunitas Waria ini dengan tangan terbuka. Hal ini 
menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap Komunitas Waria. Setiap 
orang mempunyai Hak sebagai Warga Negara. Yang hanya membedakan 
dengan lainnya hanya fisiknya saja yang mungkin tidak sempurna. 
Kaum Waria meminta pemerintah untuk serius memberikan 
perlindungan terhadap kaum Waria yang rentan terhadap kekerasan verbal 
ataupun non verbal. Ketua Umum Arus Pelangi Rido Triawan mengatakan 
paradigma yang berkembang dalam masyarakat mengenai kentalnya sifat 
menyimpang pada kaum ini mendorong perlindungan terhadap kaum 
Waria. 
Sebagian Kaum Waria di Kota Makassar masih mendapatkan 
Diskriminasi dari berbagai pihak. Padahal, waria juga butuh bersosialisasi 
dengan masyarakat dan lingkungan mereka. Selama ini Kaum Waria 
jarang mendapatkan tempat di masyarakat. Termaksud dalam dunia usaha 
dan pekerjaan. Padahal Waria juga membutuhkan pekerjaan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
Namun demikian, belum saatnya membuat regulasi khusus bagi 
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kaum waria. Karena peraturan khusus nantinya sama dengan 
mendiskriminasi waria. Yang terpenting ada peraturan yang mengatur 
sanksi hukum bagi siapa saja yang memberlakukan hak warga negara 
secara diskriminatif. Didalamnya termksud kelompok waria. Karena diluar 
sana waria juga terdapat kelompok perempuan, penyandang cacat, ras, dan 
etnis yang sering kali rentang mendapat perlakuan-perlakuan Diskriminasi 
dan pelecehan. Keberadaan Waria adalah sebuah fakta. Sudah saatnya kita 
menerima mereka sebagai realita agar realita itu tidak menjadi problem 
social di masyarakat.   
Tuntutan Waria antara lain, diakuinya mereka sebagai manusia 
seutuhnya, sehingga tidak ada alasan untuk menyingkirkan kaum waria 
dari hak berpolitik, berorganisasi, bekerja, dan bersosialisasi maupun 
membangun relasi. Dalam pandangan masyarakat pada umumnya, waria 
merupakan penyakit seks atau kondisi yang patologis sehingga harus 
diperangi sering dengan cara membabi buta.
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B. Perspektif Hukum Positif terhadap Transgender (waria/transwomen) di 
Kota Makassar 
1. Teori Hukum Positif  
Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku 
saat ini juga pada suatu negara, memiliki aturan-aturan yaitu secara umum 
dan khusus, yang dimaksud umum berarti mencakup mengenai hukum 
adat istiadat, hukum yurisprudensi, serta hukum agama. 
Hukum Positif ini terbagi dalam dua jenis hukum, yaitu: 




a. Hukum Tertulis adalah hukum yang berdasarkan aturan perundang-
undangan yaitu hukum yang telah di tetapkan oleh pejabat yang 
berwenang dan hukum ini harus sesuai dengan undang-undang di 
indonesia. 
b. Hukum yang tidak tertulis adalah terdapat aturan kebijakan yang 
berkaitan dengan administrasi negara. 
Dengan adanya hukum positif ini belum dapat menjamin untuk 
menghentikan tindak kasus yang merugikan negara. Manusia di atur, serta 
tunduk pada berbagai aturan, selain aturan umu atau khusus, manusia juga 
di atur dan tunduk pada aturan adat istiadat (hukum kebiasaan), hukum 
agama (sepanjang belum menjadi hukum positif), hukum moral, hukum 
kebiasaan, hukum agama. 
Dalam hukum positif, diakui sebagai fenomena yang dikondisikan 
berdasarkan faktor-faktor spasial dan temporel. Namun, konsep nilai 
hukum mutlak tidak sepenuhnya hilang. Konsep tersebut tetap menjadi ide 
yang diakui bahkan dalam yurisprudensi positivis, yaitu, ide keadilan etis. 
Bahkan ketika perbedaan antara hukum dan keadilan digambarkan dengan 
tegas, keduanya tetap terikat bersama-sama dengan ikatan yang relatif 
tampak. Untuk menjadi “hukum”, sehingga teori menerimanya, sistem 
negara positif harus memberikan beberapa perhatian pada keadilan, 
memastikan menjadietis, mengusahakan, meskipun tidak memadai, 
menjadi hukum yang „benar‟ yaitu hukum yang adil. Untuk menjadi 
„hukum‟ positif harus menyesuaikan beberapa ukuran, meskipun sedikit, 
dengan konsep hukum, dengan keadilan. Karena karakter hukum sistem 
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negara yang ada dianggap terbukti sendiri, tidak diperlukan untuk 
melegitimasi sistem tersebut dari pada teori hukum minimum moral ini. 
Kesimpulan akhir prinsip positivis yang diakui secara resmi tidak diambil, 
dan ilmu hukum tidak menjadi orientasi positivistic sepenuhnya. Namun, 
itulah positivistik pada umumnya.
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Unsur-unsur Hukum Positif lain dari hukum positif, yaitu : 
a. Hukum Positif “mengikat secara umum atau khusus.” Mengikat secara 
umum yaitu peraturan perundang-undangan (UUD, UU, PP, Peraturan 
Daerah), hukum adat, hukum yurisprudensi, dan hukum agama yang 
dijadikan atau diakui sebagai hukum positif seperti hukum perkawinan 
agama (UU No. 1 Tahun 1974). 
b. Hukum Positif “ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 
pengadilan”. Manusia hidup dan diatur, serta tunduk pada berbagai 
aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebutkan diatas, 
manuia juga diatur dan tunduk pada aturan dan tunduk pada aturan 
adat istiadat (hukum kebiasaan), hukum agama (sepanjang belum 
menjadi hukum positif),  hukum moral. Hukum moral mempunyai 
daya ikat yang kuat bagi seseoarang atau suatu kelompok tetentu. Jadi 
merupakan hukum bagi mereka, tetapi tidak merupakan (bukan) 
hukum positif.  
c. Hukum Positif “berlaku dan ditegakkan di Indonesia.” Unsur ini 
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa, hukum positif adalah suatu 
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Penerbit Nusa Media, 1990), hlm. 53.   
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aturan hukum yang bersifat nasional, bahwa mungkin lokal. Apakah 
mungkin ada Hukum Positif yang bersifat supra nasional, misalnya. 
Dalam lingkungan ASEAN, UNI EROPAH, dan lain-lain. Sangat 
mungkin, asal dipenuhi syarat ada badan pada tingkat supra nasional 
yang bersangkutan yang menegakkan aturan hukum tersebut apabila 
ada pelanggaran.   
Sumber-sumber Hukum Positif terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Sumber Hukum Materil yaitu faktor yang membantu pembentukan 
hukum atau tempat dimana materil hukum itu diambil. Misalnya, 
norma. Hukum, tradisi, kebiasaan. 
b. Sumber Formil yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan itu 
memperoleh kekuatan hukum (berkaitan dengan bentuk atau cara yang 
menyebabkan hukum itu berlaku). 
Macam-macam Hukum berdasarkan sumbernya yaitu: 
a. Hukum Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan. Contohnya Undang-undang pemilu. 
b. Hukum adat dan kebiasaan adalah hukum yang diambil dari peraturan-
peraturan adat dan kebiasaan. Contohnya Hukum adat Minangkabau. 
c. Hukum Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan 
pengadilan. Contohnya KUHP. 
d. Hukum Traktat adalah hukum yang menetapkan oleh negara peserta 
perjanjian internasional. Contohnya Hukum batas negara. 





Dengan hal tersebut, pada kenyataannya kajian hukum tidak hanya 
tentang norma hukum positif tetapi juga sejarah hukum dan politik hukum 
yang berada dalam taraf pembangunan hukum, penegakan hukum, dan 
pengawasan hukumnya, karena adanya kekosongan hukum, interprestasi 




Maraknya opini atau pendapat di masyarakat terkait dengan 
kelompok waria, adapun beberapa pihak yang mendukung dan ada yang 
menolak keberadaannya mereka bahkan banyak yang menganalisa yang 
menarik atas keberadaan kelompok waria dari berbagai perspektif Agama, 
Kedokteran, bahkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Tak sedikitpun 
menimbulkan perdebatan. Kelopok waria di dalam payung “Hak Asasi 
Manusia” di dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 
1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut: 
a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 








dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
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Waria dalam kehidupannya merupakan hal yang menarik untuk 
diulas dan dijabarkan menjadi wawasan dan pengetahuan yang perlu 
masyarakat umum ketahui. Bukan hanya sebagai pembahasan yang habis 
untuk di baca, tetapi juga untuk menambah pemahaman mengenai sifat 
dan terbentuknya kaum waria yang belum banyak masyarakat pahami. 
Di dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar telah mengalami 
perkembangan yang luar biasa pesat dalam berbagai sisinya. Berbagai 
dampak positif  dan negatif berbaur dalam berbagai pujian dan kontoversi. 
Pengetahuan dan penyimpangannya menjadi bagian yang seolah tidak 
dapat dipisahkan. Salah satunya dalam masalah seksual istilah waria 
menjadi sorotan dan menyatu dalam masyarakat. Berbagai pendapat 
negatif terhadap perkembangan waria dimanapun kaum ini berada. 
Kehidupan seorang waria yang sarat akan kontroversi terkadang membuat 




Wanita pria atau sering dikenal dengan sebutan Waria alias 
bencong merupakan sosok yang seringkali diolok-olok ditengah kehidupan 
bermasyarakat. Padahal, kehadiran berkontribusi membangun daerah 
khususnya kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan.  
Komunitas Waria menurut Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial 
Kota Makassar, terutama Kerjaan Sosial. Apalagi para waria yang 
tergabung dalam Lembaga kaya warna memiliki program kerja yang 






sejalan dengan program Kerja Kota Makassar. 
Kata Mukhtar, kelompok Waria ini memiliki peranan yang cukup 
besar dalam ikut membangun Kota Makassar. Selain Waria masuk dalam 
program Dinas Sosial, juga Komunitasnya berkomitmen untuk bersama-
sama bekerja untuk kebaikan bersama. 
Muhtar berharap, waria kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa 
diterima oleh masyarakat, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan yang 
positif. “semoga bisa duduk bersama para waria untuk merumuskan 
program-program kerja. 
Direktur Eksekutif PKBI Sulawesi Selatan, Iskandar Harun, 
melalui program peduli sudah melakukan asssesment terhadap parawaria 
sejak beberapa tahun terakhir ini. Sehingga masyarakat sudah mulai 
terbuka kepada para waria dan bisa menerima keberadaan mereka dalam 
kehidupan sosial bermasyarakat. “Mari bersama-sama membangun 
KotaMakassar tanpa melihat status sosial warga agar kedepannya lebih 
baik dan terararah”.12 
  
C. Perspektif  Hukum Isalm terhadap Transgender (Waria/Transwomen) di 
Kota Makassar 
Hak Asasi Manusia dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut 
pengertian yang umu dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi 
negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. 
Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus 
memiliki piagam, akan tetapi Al-Qur‟an dan As-Sunnah memusatkan 




perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. 
Manusia di mata islam itu sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, 
jabatan atau jenis kelamin, ketaqwaanlah yang membedakan mereka. Rakyat 
dan penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam. Yang demikian ini 
hingga sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern.  
Menurut HasbiAsy-syiddiqy memberikan definisi hukum Islam 
dengan “koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.” Pengertian hukum islam dalam definisi ini 
mendekati kepada makna fikih.
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Term “hak” dapat memiliki beragam makna, antara lain: (1) benar; (2) 
milik; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan 
yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau 
martabat. 
Dalam Hak Asasi Manusia dalam islam terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Hak Asasi alamiah manusia sebagai manusia yaitu menurut kelahirannya, 
seperti hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak kerja. 
b. Hak Asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai 
anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti hak milik, hak 
berumah tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak 
persamaan dalam hak. 
Dapat dipahami untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Karena itu hak 
tidak dapat digunakan untuk merugikan apalagi menzalimi orang lain, karena 
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Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9. 
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yang demikian itu bukanlah kemaslahatan. Dalam kaitan itu, hak tidak dapat 
dibenarkan penggunaannya untuk tujuan-tujuan yang tidak diakui syara‟, 
karena pemilikan sesuatu tanpa pengakuan syara‟ tidak dapat disebut sebagai 
hak. 
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi hak-hak asasi manusia adalah hak-hak 
yang dapat meninggikan derajat manusia; memungkinkan mereka berserikat, 
berusaha untuk kebajikan manusia dan menelihara kemuliaan manusia.
14
 
Sebagaimana dimaksudkan juga dalam kalimat di bawah ini, yaitu Al 
Mukhasidu Al khamsahartinya, ada lima tujuan hukum Islam terdiri atas: 
1. Menyelamatkan jiwa, 
2. Menyelamatkan akal, 
3. Menyelamatkan agama, 
4. Menyelamatkan harta benda, dan 
5. Menyelamatkan, mendamaikan, dan menentramkan keluarga.15 
Jika kita berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam islam maka 
yang kita maksud adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang 
diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa 
dicabut kembali semudah saat memberikannya; tetapi tidak ada individu 
maupun lembaga yang lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut 
hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. 
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Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi Perserikatan 
Bangsa-bangsa tidak bisa disebandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi 
oleh Tuhan: hak-hak yang disebut pertama tidak mengikat siapapun, 
sedangkan yang disebut belakangan adalah suatu bagian integral dari 
kepercayaan Islam. Semua Muslim dan semua penguasa yang mengakui 
dirinya sebagai Muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. 




Sumber hukum utama dan tertinggi Hukum Islam adalah Al-Quran, 
kita suci umat muslim yang berasal dari Tuhan. Berikutnya adalah hierarki 
sumber hukum Islam terdapat sunah, yang merupakan penjelasan tentang 




Adapun asas-asas Hukum Islam yaitu: 
1. Asas keadilan  
Dalam Al-Qur‟an, kata ini disebut 1000 kali. Keadilan pada umunya 
berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Konsep 
keadilan meliputi berbagai hubungan, misalnya: hubungan individu 
dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dan yang berpekara serta 
hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan dalam 
Hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi 
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 Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. dan Ismail Aris, S.H., MERAJUT HUKUM Di 
Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 10. 
 41 
oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menuanaikan kewajiban 
itu. 
2. Asas Kepastian Hukum 
Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara 
diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada 
tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. 
3. Asas Kemanfaatan 
Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian 
hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian 
hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat 
umum. Contoh hukuman mati lebih bermanfaat bagi masyarakat, misal 
efek jera, maka hukuman itu dijatuhkan. Jika hukuman itu bermanfaat bagi 
terpidana, maka hukuman mati itu dapat diganti dengan denda.  
 Yang disebut dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam ialah yang 
dimana dalam aturan buatan manusia, keharusan yang mana masyarakat tidak 
dapat hidup tanpa dengannya. Nabi saw telah menegaskan hak-hak ini dalam 
suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada‟. Dari Abu 
Umamah bin Tsa‟labah, nabi saw bersabda “barang siapa merampas hak 
seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk 
surga.”  
Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia 
sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa 
dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacuh pada hukum Allah. 
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Dalam sebagaimana dikatakan iman An-Nawawi bahwa lafadz  Al- 
Mukhonats diletakkan pada mereka, baik mereka yang melakukan perbuatan 
kotor atau tidak, adapun pelaku homoseksual (liwath) dalam bahasa arab 
disebut dengan Luthi, yaitu dinisbahkan kepada perbuatan kaum nabi Luth 
alaihi salam yang memulai perbuatan menjijikan itu untuk pertama kali.
18
  
Dalam kondisi minoritas, kaum Waria memposisikan diri sebagai 
orang-orang yang di zalimi. Berharap perhatian dan dihargai, pembelaan dari 
aktivis Hak Asasi Manusia. Para aktivis kemanusiaan yang tidak mengenal 
fitrah manusai. Mereka membela siapa saja. Islam tetap konsisten, kebenaran 
tidak diukur oleh jumlah. Yang banyak bisa jadi benar, bisa pula berlaku 
zalim. Yang sedikit bisa saja berpegang teguh dengan kebenaran, dan belum 




Munculnya Waria di Kota Makassar menimbulkan penolakan 
tersendiri dari masyarakat. Lingkungan dari peran gender terbentuk oleh 
kenyataan bahwa di Kota Makassar pada masa sekarang laki-laki dan 
perempuan cenderung dipisahkan secara kuat, meskipun kenyataannya secara 
historis banyak kebudayaan dari kepualauan ini telah mengecilkan perbedaan 
gender dan memahami bahwa laki-laki dan perempuan sebagai pelengkap satu 
sama lain dari pada mempertengkannya. 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI  tertanggal 1 November 1997 
menegaskan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai 
kelompok (jenis kelamin) tersendiri. Oleh karena itu, segala perilaku waria 







yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan 
pada kodrat semula. Melalui dalil fatwa inilah menjadi salah satu alasan 
mengapa kemudian keberadaan waria senantiasa dipandang sebagai sesuatu 
yang bertentangan dengan kaidah normatifitas agama dan masyarakat. 
Berangkat dari pedoman dasar dalam tataran kehidupan manusia 
secara umum, struktur yang berlaku di masyarakatpun secara langsung 
menolak keberadaan waria secara eksistensial. Waria tidak diperlukan secara 
setara dan saat waria berusaha untuk menjadi diri sendiri, waria malah 
dibuang, diasingkan, dipersalahkan, bahwa ditabukan karena “ketidakbiasaan” 
yang terdapat dalam diri mereka. Padahal, keberadaan waria bukan merupakan 
sesuatu yang histori. Keberadaan selama ini telah menjadi rangkaian cerita 
yang historis yakni melalui proses yang panjang baik dalam kebudayaan 
dunia, kebudayaan nusantara, maupun kebudayaan lokal Sulawesi Selatan. 
Waria di Kota Makassar merupakan kelompok sosial yang cenderung 
termarginalkan. Selain jumlah mereka yang lebih sedikit dari gender lain 
(laki-laki dan perempuan), yakni 20.960 orang dan 35.300 orang pada tahun 
2006 di Indonesia dan sekitar kurang kerang lebih 3.000 orang pada tahun 
2009 di Kota Makassar, juga dalam khaidah heteronormatifitas, keberadaan 
mereka tidak diterima. Kondisi ini menyebabkan dunia mereka menjadi sangat 
ekslusif. Mereka bergaul dan berkawan hanya dengan teman-teman senasib, 
meskipun ada juga yang dapat berbaur  dengan anggota masyarakat tanpa 
kendala berarti. 
Waria di Kota Makassar umumnya tinggal secara berkelompok. 
Mereka menyewa rumah kontrakan secara kolektif, sehingga dapat ditemukan 
bahwa sebagaian besar waria waria di Kota Makassar tinggal serumah dengan 
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waria-waria lain atau tinggal berdampingan dengan waria lain. Terkadang di 
temukan ada rumah yang secara fungsional juga dioperasikan sebagai salon 
atau tempat kerja waria. Ini membuat pola pergaulan dan jarak interaksi sosial 
waria menjadi lebih terbatas. 
Sebagian besar Waria di Kota Makassar beragama Islam dan ketika 
beribadah shalat kembali pada fitrah kelaki-lakiannya, yakni memakai kopiah 
dan terkadang sarung. Agama yang di anut oleh beberapa waria sejak kecil 
sampai sekarang. Tidak ditemukan ada agama lain selain dua agama tersebut 
yang dianut oleh Waria di Kota Makassar. 
Informan waria yang peneliti wawancarai berjumlah 22 orang. Usia 
informan berkisar antara 20-50 Tahun. Usia informan waria yang berumur 20-
30 Tahun berjumlah 10 orang, waria yang berumur diantara 31-40 tahun 
sejumlah 5 orang, sedangkan waria yang berumur sekitaran 41-50 tahun hanya 
ada 1 orang saja. Sejumlah besar waria tersebut tergabung ke dalam beberapa 
lembaga dan organisasi yang menjadi medium perjuangan eksistensi mereka 
di tengah Masyarakat di Kota Masyarakat.
20
  
Imam al Kasani menjelaskan tentang Hukum Khuntsa (Waria) dengan 
mengatakan bahwa waria adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki 
sekaligus wanita sesungguhnya akan tetapi, bisa jadi ia seorang laki-laki atau 
wanita. 
Adapun Hadis Riwayat Bukhari, Abu Da-wud, At-Tirmidzi, An-
Nasa‟I, dan ibn Majah dari Ibn‟ Abbas artinya “Rasulullah melaknat kaum 
wanita yang menyerupai pria dan kaum pria yang menyerupai wanita”. 





Khuntsa  ini merupakan qadha atau ketetapan, yang diberikan oleh 
Allah. Berbeda dengan waria yang dimana kaum pria yang menyerupai 
wanita. Baik dalam hal tutur kata, pakaian, gaya berjalan, maupun penampilan 
fisik lainnya. Manusia pada dasarnya bukan hanya membutuhkan pemenuhan, 
tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut harus benar dan halal.  
Pernyataan ini diungkapkan menjawab desakan Majelis Ulama 
Indonesia dan Muhammadiyah agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mau 
mempertimbangkan Norma Agama dalam menyikapi isu waria. Ketua Umum 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim membantah dengan norma 
agama. Prinsip Hak Asasi ini sengaja dikembangkan untuk memastikan tidak 
ada manusia yang mendapatkan perlakuan diskriminasi meski memiliki 
orientasi seksual yang berbeda dari publik. Karena itu, Komisi Nasional 
melihat waria sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak sama 
seperti individu lain. 
Mengenai penilaian dan desakan Majelis Ulama Indonesia dan 
Muhammadiyah,  kedua Ormas Islam itu hanya berbeda pendapat, kedua 
Ormas Islam itu hanya berbeda sudut pandang dengan Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia. Keduanya menggunakan perspektif Norma Agama, sedangkan 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerapkan sudut pandang perlindungan 
warga negara. Jadi hanya berbeda pendapat, fokum Komisi Nasional Hak 
Asasi Mausia hanya memastikan semua warga negara memperoleh haknya.
21
  
    
 







A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum Normatif yaitu Hukum yang sudah ada. Empiris yaitu 
penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dan 
berdasarkan pada kenyataan faktor sosial yang terjadi di masyarakat. 
Lokasi penelitian Lembaga Bantuan Hukum LBH. 
 
B. Metode Pendekatan 
Penelitian yang akan peneliti gunakan ada dua. Pendekatan penelitian 
ini akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kedua 
pendekatan ilmiah yang akan digunakan, yaitu: 
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah 
yang diteliti. 
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul 
dalam masyarakat. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal 
ini adalah Seorang Pakar Hukum lebih tepatnya Lembaga Bantuan 
Hukum, dan beberapa Pakar yang lainnya yang meninjau dari segi Hukum 




D. Teknik dan Pengumpulan Data 
1. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 
2. Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 
pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, 
buku, undang-undang dan sebagainya. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, 
atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan 
analisis. 
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi 
dan disajikan. 
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu 
teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Pandangan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Waria? 
Dalam Hukum Positif di Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua 
jenis gender, yakni: 
1. Pria dan 
2. Wanita  
Sedangkan Transgender (Waria atau Priawan) tidak dikenal dalam 
Hukum Positif di Indonesia. Hal tersebut misalnya dapat kita temukan dalam 
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya mengenal 
pria dan wanita. 
Sedangkan mengenai perlindungan berarti ada hak yang dilindungi dan 
ada kewajiban. Oleh siapa dan siapa, sehingga kita harus memahami tentang 
Transgender terlebih dahulu. 
Transgender kita pahami sebagai mereka yang menghayati ataupun 
mengekspresikan dirinya berbeda dengan konstruksi sosial, misalnya: 
1. mereka yang berjenis kelamin laki-laki harus berpenampilan laki yang 
bersikap maskulin. 
2. Sedangkan mereka yang berjenis kelamin perempuan harus feminim. 
Mayoritas masyarakat memahami Transgender adalah penyakit yang 




Data dari Lembaga Bantuan Hukum terkait dengan kasus kekerasan 
dan diskriminasi terhadap Waria menguatkan dari Tahun 2016-2017 ada dua 
kasus yang terjadi pada Komunitas  Waria, yaitu: 
1. Pada Tahun 2016 Tanggal 20-21 Juni sekitaran Pukul 23:30 Malam terjadi 
kekerasan dan diskriminasi terhadap Komunitas Waria di Anjungan/Losari 
yang dimana Kekerasan dan Diskriminasi tersebut dilakukan oleh aparat 
Satpol PP dengan alasan ada informasi dari masyarakat yang tidak suka 
atas keberadaan waria, dan Satpol PP tersebut mengatakan ini adalah 
perintah dari atasan kalau Waria di larang hadir di ruang Publik. 
2. Pada Tahun 2017 Tanggal 28 April di Kabupaten Pinrang Sulawesi 
Selatan Komunitas Waria mendapatkan Diskriminasi secara lagsung, yang 
dimana Komunitas Waria tersebut ingin melakukan atau membuat Festifal 
Anak Soleh di Kabupaten Pinrang, tetapi Surat Izin mereka tidak di tanda 
tangani oleh Bupati Pinrang, atas dasar Waria di larang Adzan. 
Diskriminasi langsung adalah terjadi saat hukum, peraturan atau 
kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, 
ras, dan sebagainya menghambat adanya peluang yang sama. 
Diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral 
menjadi diskriminasi saat di terapkan dilapangan.  
Adapun macam-macam bentuk Diskriminasi yaitu: 
1. Diskriminasi Umur Adalah individu di beri layanan yang tidak adil karena 
beliau tergolong dalam lingkungan umur tertentu.  
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2. Diskriminasi Gender adalah individu di beri layanan yang tidak adil 
karena gender mereka. 
3. Diskriminasi Kesehatan adalah individu di beri layanan yang tidak adil 
karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. 
4. Diskriminasi Ras adalah individu tidak di berikan layanan kesehatan 
karena ras. 
5. Diskriminasi Agama adalah individu di beri layanan yang tidak adil 
berdasarkan agama yang dianutnya. 
6. Diskriminasi Kaum adalah tidak mendapatkan layanan yang sama rata 
dengan kaum lain.  
dalam lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan. Dalam Hukum Positif 
di Indonesia tidak ada secara eksplisit yang mengatur perlindungan terhadap 
Transgender. Namun terlepas dari orientasi seksual identitas gender, dan 
ekspresi gender, setiap orang punya hak asasi manusia yang harus dilindungi 
dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh negara, pemerintah dan setiap orang. 
Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika 
dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya, yaitu: 
1. Tidak dapat dicabut, Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan atau 
diserahkan. 
2. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, 
baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. 
3. Hakiki, Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi semua manusia yang 
sudah pada saat manusia itu lahir. 
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4. Universal, Hak Asasi Manusia berlaku bagi semua orang tanpa 
memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. 
Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang 
mendasar.  
Sebagaimana Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 
1999, di dalam Konstitusi juga disebutkan Undang-undang Dasar NRI 1945 
Pasal 28 I yang berbunyi: 
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 
hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun. 
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas 
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminasi itu. 
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban. 
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia 
adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. 
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. 
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Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat Diskriminasi atas 
dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
Diskriminasi itu, selama ini misalnya banyak Transgender yang mendapatkan 
Diskriminasi hanya karena ekspresinya yang berbeda dari konstruksi sosial, 
padahal kebebasan berekspresi juga Hak Asasi setiap orang.
1 
Adapun berbagai macam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yaitu: 
1. Penindasan serta perampasan hak rakyat dan oposisi dengan cara yang 
sewenang-wenang. 
2. Menghambat dan membatasi dalam kebebasan pers, pendapat, serta 
berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi. 
3. Hukum yang di berlakukan secara tidak adil dan juga tidak manusiawi. 
4. Manipulatif dan membuat aturan-aturan pemilihan umum sesuai dengan 
keinginan dari penguasa dan partai otoriter tanpa diikuti oleh rakyat dan 
oposisi. 
5. Penegakan hukum atau petugas keamanan melakukan kekerasan terhadap 
rakyat dan oposisi. 
6. Diskriminasi adalah pembatasan, pengucilan, serta pelecehan yang 
dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang 
didasarkan atas perbedaan manusia suku, ras, etnis, serta agama. 
7. Penyiksaan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik 
itu jasmani maupun rohani.   
                                                 
1
 Abdul Aziz Dumpa. SH, jabatan Staf Pembela Umum LBH, Wawancara, Makassar 4 
Mei 2017. 
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Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia 
Nomor 39 Tahun 1999 dalam Konstitusi Dasar NRI 1945 Pasal 28 I dan 
Hukum Positif yang dimana pengusiran seperti ayam yang terjadi pada 
Komunitas Waria yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Satpol PP di 
anjungan, tanpa ada kepastian hukum. Satpol PP mengatakan ini perintah dari 
atasan yang mengatakan LGBT dilarang hadir di ruang publik, sebab ada 
laporan dari masyarakat yang mengatakan terganggu dengan keberadaan 
mereka, dari segi Hak Asasi Manusia itu sudah melanggar Hak seseorang 
ataupun individu, tanpa alasan yang tidak kuat dan belum ada peraturan 
daerah yang melarang Waria hadir di ruang publik, selama mereka tidak 
mengganggu orang lain, ataupun ketertiban umum. 
 
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Waria? 
Transgender telah banyak di amati dan dikomentari di kalangan, 
komentar-komentar itu bisa kita ringkas: 
1. Transgender itu sesuatu yang dibawah lahir. 
2. Transgender bukan dibawah lahir tetapi pengaruh lingkungan. 
Akibat dari Transgender itu, ada di antara mereka lantas mengaku 
solusi pindah gender, tadinya laki-laki lantas merasa diri perempuan maka dia 
minta perempuan atau sebaliknya.  
Bagaimana Islam melihatnya, memakai prinsip Maslahat dan Ilmu 
Pengetahuan kesehatan kedokteran dan Ilmu Pengetahuan Sikologi apakah 
Sikologi Mashab atau Sikologi Individu. 
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Al-Khuntsa menurut Moch. Qasim Mathar secara pribadi, sekarang 
hidup di zaman Ilmu pengetahuan tidak boleh seenaknya kita mengatakan 
bahwa mereka “mencari keuntungan komersial” karena memang bawaan 
mereka seperti itu. Memang sayangnya karena masyarakat tidak terbiasa 
konsultasi-konsultasi dan sebagainya, lantas seseorang yang mengalami 
masalah Transgender dia harus menerima akibatnya, apakah itu fitnah atau 
pelekatan Label-label kepada mereka di terima begitu saja, atau 
mencemoohkan mereka padahal mereka adalah orang yang menderita, atau 
bisa saja mereka tidak melakukan seperti kisah Nabi Luth, mungkin juga 
banyak Transgender tidak melakukan hubungan intim hanya karna menderita 
seperti itu, yang seperti ini yang harus kita teliti. 
Sikap masyarakat yang biasanya generalisasi, masyarakat membaca 
ayat tentang Liwat dan Al-Khunts dalam al-quran lantas masyarakat 
menggeneralisasi kemudian orang mengatakan haram dan dilarang oleh 
agama. 
Sedangkan dalil Moch. Qasim Mathar itu adalah prinsip maslahat 
dalam ilmu ushul fiqih, dan Imam Asyatibi mengatakan dengan tegas bahwa 
“bila sesuatu itu menghasilkan maslahat pasti itu syariat Islam”. Karena tujuan 
syariat islam adalah melahirkan maslahat yaitu menimbulkan kebaikan, tetapi 
meskipun kita mengatakan syariat islam tetapi membuat penderitaan itu belum 
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tentu syariat islam. Begitu pula dengan persoalan Tansgender kala kita 
membawa di kehidupan sosial yang umum.
2
 







“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah tatkala 
dia berkata kepadamu , “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, 
yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian? 
“sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian 
(kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang 
melampaui batas.”3 
 
 Ayat di atas telah menjelaskan mengenai kisah Nabi Luth, yang di mana 
mereka adalah kaum Sodom yaitu kaum berperilaku menyimpang. Mereka 
terbiasa merampok, menganiaya, dan berbuat jahat. Selain itu, mereka memiliki 
kebiasaan menyukai dan mengawini sesama jenis. 
 Nabi Luth melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah kepada kaum 
Sodom. Dengan penuh kesabaran, dia terus mengingatkan mereka agar tidak lagi 
melakukan tindak kejahatan, seperti merampok, dan menganiaya.  
 Demikian juga dalam kasus Waria mereka sebenarnya bukan ditakdirkan 
suka sesama jenis. Tetapi karena naluri seksual mereka yang mendasarkan bukan 
hanya membutuhkan pemenuhan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang benar 
                                                 
2
 Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, MA, jabatan Dosen Filsafat Agama UIN Makassar, 
Wawancara, Makassar 4 Mei 2017 
3
 https://ms.wikipedia.org/wiki/LGBT-dalam-lslamdiakses pada pukul 12.00 (12 Oktober 
2016) 
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tentu bukan dengan laki-laki, melaikan dengan perempun, begitu pula sebaliknya, 
perempuan juga bukan dengan perempuan tetapi dengan laki-laki. Jika tidak, 
mereka di anggap melakukan penyimpangan seksual.  
 Bergaya seperti ini terkena larangan sekaligus laknat sebagaimana 
disebutkan dalam hadits-hadist berikut ini: 
 Dari Ibnu‟Abbas, ia berkata 
                                                                               
Terjemahnya: 
“Rasulullah shallallahu’alaihi wa salam melaknat laki-laki yang menyerupai 




















Berdasarkan hasil penelitian terkait Tinjauan Yuridis dan Sosiologi 
terhadap Transgender di Kota Makassar, maka diperoleh kesimpulan antara 
lain : 
1. Pandangan Hukum Positif terhadap perlindungan Waria, sebagaimana di 
dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999,  dan 
didalam Konstitusi juga telah disebutkan Undang-undang NRI 1945 Pasal 
28 I yang menjelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak 
untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang 
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat Diskriminasi dan berhak 
mendapatkan perlindungan, untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi 
Manusia sesuai  dengan prinsip Negara Hukum yang Demokratis. 
Undang-Undang Hak Asasi Manusia kepada Transgender itu tidak ada, 
karena Undang-Undang Hak Asasi Manusia berlaku pada semua umat 
manusia. Memiliki hak yang sama. 
2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Waria, bagaimana Islam melihatnya, 
dengan menggunakan prinsip Maslahat dan Ilmu Pengetahuan Kasehatan 
Kedokteran dan Ilmu Pengetahuan Sikologi apakah Sikologi Mashab atau 











“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah 
tatkala dia berkata kepadamu , “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan 
fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) 
sebelum kalian? “sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk 
melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan 
kalian ini adalah kaum yang melampaui batas 
 
 Sudah sangat jelas dari arti ayat diatas, menjelaskan mengenai 
kisah Budi pekerti kaum Nabi Luth, amat tercela mereka memutuskan 
hubungan perkawinan antara pria dan wanita, yang berarti itu 
menghentikan perkembangan keturunan manusia.  
 
B. Implikasi Penelitian  
1. Hendaknya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Waria, 
yang dimana mereka berhak atas Hak Asasi Manusianya, tanpa ada kata 
Diskriminasi yang di alami oleh seorang Waria, mereka juga berhak atas 
perlindungan, hak untuk berkumpul dan berekspresi. 
2. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Masyarakat yang dimana melihat seseorang 
dari segi luarnya saja, Sikap masyarakat kita yang biasanya jeneralisasi, 
masyarakat membaca ayat tentang Liwat dan Al-Khunts dalam Al-Quran 
lantas masyarakat menggeneralisasi kemudian orang mengatakan haram 
dan dilarang oleh agama, dan sedangkan, sekalipun memang benar 
Transgender (waria/priawan) adalah sifat yang diharamkan atau perilaku 
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yang dilarang, masyarakat bisa atau Islam bisa meruba mereka secara 
perlahan, tanpa melakukan kekerasan dan diskriminasi. Jadi sangat jelas 
dalam Al-quran dan hadits mengenai Waria yang diharamkan maupun itu 
perilaku atau gaya berpenampilan, dan berhubungan sesama jenis sangat di 
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